





A. Latar Belakang Masalah  
Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang 
di maksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
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Dengan kata lain, Bank dalam kegiatannya meliputi menghimpun dana, menyalurkan 
dana, dan memberikan jasa lainnya.  
Dalam hal ini Bank sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan 
dana dengan pihak yang kekurangan dana. Oleh sebab itu diharapkan lembaga 
keuangan seperti perbankan dapat menjadi solusi bagi pihak yang kekurangan dana 
untuk menjalankan kegiatan perekonomiannya. Selain itu bank tidak hanya 
meningkatkan atau memperbanyak laba untuk mendapatkan keuntungan maksimal 
saja melainkan juga untuk membantu perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia.  
Oleh karena itu bank melakukan kebijakan kontraktif yaitu bank 
meningkatkan tingkat suku bunga deposito yang akan menarik masyarakat untuk 
menyimpan uangnya di bank. Keadaan tersebut juga menyebabkan pemerintah 
Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestruksikan dan merekapitalisasi 
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sebagai bank-bank di Indonesia yang masih mempunyai prospek untuk hidup dan 
berkembang sehingga mampu memaksimumkan kontribusinya terhadap perekonomian 
nasional. 
Sedangkan bagi bank yang benar-benar tidak memiliki prospek baik untuk 
dimasa yang akan datang seperti terjadinya kredit macet dimana bank tidak bisa 
mengembalikan uang nasabah, maka bank tersebut harus dilikuidasi. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi 
peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia.  
Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara 
syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.  Dengan kejadian itu maka 
yang akan menyelamatkan perokonomian di Indonesia hanyalah perbankan syariah, 
yang tidak berdampak besar ke dalam krisis ekonomi di Indonesia, tidak seperti bank 
konvensional yang pada tahun 1997 mengalami krisis yang besar, seperti buruknya 
kinerja perbankan konvensional yang berdampak pada laporan keuangan, dan juga 
pada aspek-aspek yang lainnya.  
Dengan setelah kejadian tahun 1997, perbankan syariah mengalami 
perkembangan yang signifikan, dengan dibantunya aspek ekonomi politik, sosial. 
Masyarakat mulai mengenal akan perbankan syariah, dan memahami tentang prinsip 
syariah. Bank islam atau bisa dikatakan dengan bank syariah adalah bank yang 







keuangan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al- 
Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. 
Bank Syariah Bukopin sebagai salah satu bank syariah yang ikut bersaing 
sekarang ini memiliki berbagai macam produk keuangan, baik itu simpanan maupun 
penyaluran dana. Dalam produk-produk tersebut terdapat banyak produk pembiayaan 
yang menyentuh sektor riil dari perekonomian baik-baik berupa akad murabahah, 
istisna, ijarah, qard dll.
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Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing.profit 
sharing secara definitive diartikan sebagai berikut “distribusi beberapa bagian dari 
laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Sistem bagi hasil merupakan sistem 
yang mendasari operasional perbankan syariah. Sistem ini memberikan alternative 
sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta 
menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, dan investasi yang beretika.  
Selain itu, bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung 
kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh.  
Untuk mengetahui apakah bank syariah itu sehat atau tidaknya, bisa di lihat dari 
laporan keuangannya. Setiap bank harus memiliki laporan keuangan untuk 
mengetahui seberapa besar angka pendapatan dan angka kerugian yang dialami oleh 
perbankan.  
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Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik. 
Salah satu teknik analisis laporan keuangan adalah rasio keuangan. Rasio keuangan 
adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan 
dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.  
Dalam dunia perbankan ada yang di sebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) 
yang dimana di dalamnya bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, 
dalam hal ini masyarakat di sebut sebagai Nasabah, ada beberapa yang bisa di sebut 
dengan dana pihak ketiga (DPK) yaitu Tabungan, Deposito, dan Giro dari 
penghimpunan dana tersebut atau bisa juga di sebut produk dalam Bank tersebut kita 
bisa menarik kesimpulan bahwa dana pihak ketiga itu harus di salurkan kepada 
masyarakat lagi dalam bentuk pembiayaan, konsumtif ataupun produktif. 
Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/9/PBI/2007, pemanfaatan aktiva 
dalam suatu Bank dapat di lihat dari aktiva produktif yang di miliki komponen aktiva 
produktif yang dimiliki Bank Syariah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan 
adalah salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan.  
Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan 
akan di peroleh sumber pendapatan utama dan jadi penunjang kelangsungan usaha 
bank. Sebaliknya, bila pengolahan tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan 
berhentinya usaha bank.  
Dalam pembiayaan terdapat beberapa resiko yang akan dihadapi oleh bank 
syariah salah satunya adalah resiko pembiayaan bermasalah atau di sebut dengan Non 







yang di gunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam meng-cover risiko 
kegagalan pengambilan pembiayaan oleh debitur.  
Dalam perbankan konvensional Non Performing Loan (NPL), dimana yang 
membedakan keduanya adalah pada instrument yang di pakai. Non Performing 
Loan(NPL) mencerminkan resiko kredit, semakin tinggi Non Performing Loan (NPL) 
, maka semakin besar pula resiko yang di tanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya 
Non Performng Financing (NPF) pada perbankan syariah, perbankan harus 
menyediakan cadangan yang harus lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank 
ikut terkikis.  Padahal besarnya modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi 
pembiayaan. Besarnya Non Performing Financing (NPF) menjadi salah satu 
penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. 
Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI2004 tanggal 12 April 
2004 tentang sistem penilaian kesehatan Bank Umum, “semakin tinggi tingkat Non 
Performing Loan (NPL) di atas 5% maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi 
meyebabkan turunnya laba yang akan diterima oleh bank. Selanjutnya tujuan 
perhitungan Non Performing Financing (NPF) untuk mengukur tingkat permasalahan 
pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi resiko ini, menunjukkan 
kualitas pembiayaan Bank Syariah tersebut semakin buruk. Pembiayaan bermasalah 
yang tinggi dapat menimbulkan berkurangnya keuntungan bank. Karena bank harus 
membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga akan mengurangi laba dari 
bank syariah tersebut, logikanya jika pembiayaan bermasalah tinggi, maka bank akan 







membuat bank mempuunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk 
memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva) yang terbentuk. Jika harus terjadi 
maka modal bank akan tersedot untuk PPAP sehingga menurunkan nilai Profitabilitas 
Bank. 
Tabel 1.1 
Data Dana Pihak Ketiga (DPK),Non Performing Financing ( NPF) dan 
Financing To Deposit Ratio (FDR) di PT. Bank Syariah bukopin, Tbk 
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 Sumber : Data Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin,Tbk 
 Dari data table 1.1 diatas, terlihat bahwa adanya fluktuasi nilai Dana Pihak 
Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing To Deposit Ratio 
(FDR) di PT. Bank Syariah Bukopin selama periode 2014-2016. Adalah pengertian 
dari dua variabel independen diatas yang pertama Dana Pihat Ketiga (DPK) adalah 







perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam 
mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.  
Selanjutnya pengertian yang kedua adalah Non Performing Financing (NPF) 
adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar, 
diragukan dan macet.  
Melihat tabel 1.1 di atas dapat di jelaskan juga bahwa rasio rasio keuangan 
dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan terdapat penyimpangan dengan teori 
yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) naik maka Non Performing 
Financing (NPF) turun dan Financing to Deposit Rasio (FDR) naik.  
Berdasarkan data tahun 2014 triwulan juni Dana Pihak Ketiga (DPK) 
mengalami kenaikan menjadi 3.372.243 dari sebelumnya 3.306.004 serta rasio Non 
Performing Financing (NPF) turun 3.86 % dari sebelumnya 3.97 % dan rasio 
Financing to Deposit Rasio (FDR) naik menjadi 102.84 % dari sebelumnya 97.14 %.  
 Selanjutnya tahun 2014 triwulan September Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 
menjadi 3.449.246 dari sebelumnya 3.372.243 serta rasio Non Performing Financing 
(NPF) turun menjadi 3.81 % dari sebelumnya 3.86 % dan rasio Financing to Deposit 
Rasio (FDR) naik menjadi 103.66 % dari sebelumnya 102.84 %. 
 Tahun 2014 triwulan Desember  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 
3.994.957 dari sebelumnya 3.449.246 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
turun menjadi 3.34 % dari sebelumnya 3.81 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 







 Tahun 2015 triwulan Maret  Dana Pihak Ketiga (DPK) turun menjadi 
3.440.143 dari sebelumnya 3.994.957 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
naik menjadi 3.95 % dari sebelumnya 3.34 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 
(FDR) naik menjadi 95.12 % dari sebelumnya 92.89 %. 
 Tahun 2015 triwulan Juni  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 3.543.570 
dari sebelumnya 3.440.143 serta rasio Non Performing Financing (NPF) turun 
menjadi 2.47 % dari sebelumnya 3.95 % dan rasio Financing to Deposit Rasio (FDR) 
turun menjadi 93.82 % dari sebelumnya 95.82 %. 
 Tahun 2015 triwulan September  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 
4.003.340 dari sebelumnya 3.543.570 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
turun menjadi 2.45 % dari sebelumnya 2.47 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 
(FDR) turun menjadi 91.82 % dari sebelumnya 93.82 %. 
Tahun 2015 triwulan Desember  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 
4.074.337 dari sebelumnya 4.003.340 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
naik menjadi 2.74 % dari sebelumnya 2.45 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 
(FDR) turun menjadi 90.56 % dari sebelumnya 91.82 %. 
 Tahun 2016 triwulan Maret  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 
4.467.025 dari sebelumnya 4.074.337 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
turun menjadi 2.34 % dari sebelumnya 2.74 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 
(FDR) naik menjadi 92.14 % dari sebelumnya 90.56 %. 
Tahun 2016 triwulan Juni  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 4.540.409 







menjadi 2.37 % dari sebelumnya 2.34 % dan rasio Financing to Deposit Rasio (FDR) 
naik menjadi 92.25 % dari sebelumnya 92.14 %. 
 Tahun 2016 triwulan September  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 
4.664.810 dari sebelumnya 4.540.409 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
turun menjadi 2.05 % dari sebelumnya 2.37 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 
(FDR) turun menjadi 87.95 % dari sebelumnya 92.25 %. 
 Tahun 2016 triwulan Desember  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 
4.711.159 dari sebelumnya 4.664.810 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
naik menjadi 2.72 % dari sebelumnya 2.05 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 
(FDR) naik menjadi 88.18 % dari sebelumnya 87.95 %. 
Tahun 2017 triwulan Maret  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 
4.738.444 dari sebelumnya 4.711.159 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
turun menjadi 1.69 % dari sebelumnya 2.72 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 
(FDR) naik menjadi 91.58 % dari sebelumnya 87.95 %. 
Tahun 2017 triwulan Juni  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 5.062.191 
dari sebelumnya 4.738.444 serta rasio Non Performing Financing (NPF) naik 
menjadi 2.25 % dari sebelumnya 1.69 % dan rasio Financing to Deposit Rasio (FDR) 
turun menjadi 89.42 % dari sebelumnya 91.59 %. 
 Tahun 2017 triwulan September  Dana Pihak Ketiga (DPK) naik menjadi 
5.240.476 dari sebelumnya 5.062.191 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
naik menjadi 3.10 % dari sebelumnya 2.25 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 







 Tahun 2016 triwulan Desember  Dana Pihak Ketiga (DPK) turun menjadi 
4.724.337 dari sebelumnya 5.240.476 serta rasio Non Performing Financing (NPF) 
naik menjadi 4,18 % dari sebelumnya 3.10 % dan rasio Financing to Deposit Rasio 












































Financing To Deposit Ratio (FDR) di PT. Bank Syariah Bukopin 
periode 2014-2017 
 
Berdasarkan uraian permasalahan diatas yang telah dijelaskan sebelumnya, 
maka penulis tertarik untuk meneliti kembali yang dapat di jadikan permasalahan 
dalam penelitian ini yaitu mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non 
Performing Financing(NPF)  terhadap Financing to Deposit Rasio (FDR) pada 
PT. Bank Syariah Bukopin 
A. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap 
















2. Seberapa besar pengaruh risiko Non Performing Financing (NPF) secara 
parsial terhadap Rasio Pembiayaan Financing to Deposito Rasio (FDR) di 
Bank Syariah Bukopin ? 
3. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan risiko Non 
Performing Financing (NPF) secara simultan  terhadap Rasio Pembiayaan 
Financing to Deposit Rasio (FDR) di Bank Syariah Bukopin ? 
B. Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan penelitian :  
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 
terhadap Rasio Pebiayaan Financing to Deposit Rasio (FDR) di Bank Syariah 
Bukopin? 
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Risiko Non Performing 
Financing (NPF) terhadap Rasio Pembiayaan Financing to Deposit Rasio 
(FDR) di Bank Syariah Bukopin ? 
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 
Risiko  Non Performing Financing (NPF) terhadap Rasio Pembiayaan 
Financing to Deposit Rasio (FDR) di Bank Syariah Bukopin ?  
C. Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis  
 Secara teoritis, penelitian di harapkan dapat memberikan tambahan referensi 
terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan 







pembiayaan. Selain itu berguna juga sebagai tambahan wawasan penelitian lain yang 
akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu manajemen keuangan dan perbankan 
syariah.  
2. Kegunaan Praktis  
 Hasil penelitian di harapkan menjadi bahan referensi untuk terus 
meningkatkan kinerja keuangan bank, terutama dalam penghimpunan dana pihak 
ketiga bank, pengelolaan pembiayaan pada bank serta sebagai bahan masukan untuk 
mengelola kinerja keuangan bank syariah.  
 
